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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1/Kep. 318 -Disdik

TENTANG
PERPANJANGAN LJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK. AL-AZHAR SYIFA BUDI TALAGA BESTARI KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan,

Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib
memperoleh [jin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

¢. Bahwa Tim Verifikasi vang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi berkas Perpanjangan
ljin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;

d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan ¢ di atas, perlu
ditetapkan Kepumsan Kepala Dinas Pendidikan Kabupatéen Tangerang Tentang
Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal
TK. AL-AZHAR SYIFA BUDI TALAGA BESTARI Kecamatan CIKUPA;

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Mengingat : Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 4301}

2. Perawran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:
53157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137
Tahun 2014,

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

11, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010
Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

12, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum
2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Penegelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran %'a HE Tah
[ 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 091 1): era un
4, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor |5 T :
b > Tahun 2014 T 1545
Rernngkm Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tﬂimnegmhg 1.? rgam.a]a?
Fambahan Lembaran Daerah Nomor 1514), - Nomor 135,

I,  Keputusan Bupati Tangerang Nomor @ 821.2/Kep. 595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019
Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan I’tg_:::.-uiuNe JL:HI* Sipil
Dalam Jabatan Teknis Daerah ( UPTD ), Jabatan Administrator dan Jabatan Pungr i Lpdl'
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, gawas. Of

bed

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/325-Disdik
Tanggal 15 Juni 2016 tentang pendirian ljin Kepada YAYASAN SYIFA Hl:l‘-.l.l untuk
mendirikan PAUD Program TAMAN KANAK-KANAK AL-AZHAR SYIFA BUDI TALAGA
BESTARI Kecamatan CIKUPA; '

3. Surat Permohonan dari Kepala TK Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari Nomor

022/TKASBTB/X1/41,19 Tanggal |4 November 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan
ljin Operasional; p

4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
( PAUD )JTK. AL-AZHAR SYIFA BUDI TALAGA BESTARI Kecamatan CIKUPA
Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2019]

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan ljin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama Lembaga * AL-AZHAR SYIFA BUDI TALAGA BESTARI
Jenis Program s TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat Lembaga + JIn. Jungle Boulevard No. | Perumahan Talaga Bestari

Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
Perpanjangan ljin Pendirian Sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 20 Desember 2022 sepanjang YAYASAN SYIFA BUDI Lembaga TK. AL-
AZHAR SYIFA BUDI TALAGA BESTARI memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

Pengajuan Perpanjangan ljin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhimya masa berlaku
sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA;

TK. AL-AZHAR SYIFA BUDI TALAGA BESTARI ini berada dibawah YAYASAN SYIFA BUDI
dengan Akta Notaris SHELLA FALIANTI, SH Nomor 01 Tanggal 02 Mei 2005;

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan
Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan

Nonformal, maka lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya;

Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan
sendiri;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

. Tigaraksa
+ 20 Desembe

Ditetapkan di
] ooal

a2 - FlL



	IJOB 1.pdf
	Ijob 2.pdf

